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PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN
PENYEMPIIRNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER

DAN LAHAN GAMBUT
(Instruksi ‘Presiden Republik Indonesia NOmor 10 Tahun 201 1
tanggal 20 Mel 201 1)

PRESIDEN REPUBLIK INDQNESIA

Dalam r-ang'ka' menyeimbangkan. dan mense-
laraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan
lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca yang dllakukan melalui penurunan’ emisi dari
deforestasi dan degradasn hutan dengan ini men’m-
struk5|kan

)
Kepada
1.  Menteri Kehutanan;
2 Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Kepala Unlt Kerja Presujen Bidang Pengawasan
dan’ Pengendaran Pembangunan
5. Kepnla Badan Pertanahan. Nasional;

6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasi-

onal; e

7 Ketua Badan Koordmas: Survey dan Pcmetaan
Nasuona! R

8. Ketua Satuan Tugas Pers:apan Pembentukan

Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang’

dibentuk untuk. melaksanakan tugas khusus di bi-
dang REDD +;

9. Para Gubernur

10 Para BupatllWallkota

Untuk
P ERT AMA:

Mengambil Iangkah Iangkah yang dlperlukan
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
untuk mendukung penundaan pembenan izin baru hu-
tan alam primer dan lahan gambut yang berada di hu-

tan konservam _hutan hndung, hutan produk3| {hutan

produksr terbatas, hutan produksr brasa/tetap, hutan
produksi'yang dapat dikonversi) dan aréa penggunaan
lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif
Penundaan izin Baru yang menjadl Lamplran Instruk5|
Presnden

K E D U A

Penundaan pemberlan izin . baru sebaga:ma-
na dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi
penggunaan kawasan hutan alam pnmer dan lahan
gambut, dengan pengecuahan diberikan kepada:

a. Permohonan yang ‘telah mendapat persetu;uan
prinsip dari Menterl Kehutanan;.

b. Pelaksanaan pembangunan’ nasmnal yang bersi-
fatvital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi,
ketenagallstnkan, Iahan untuk pad: dan tebu; -

c. Perpan;angan izin pemanfaatan hutan danlatau
penggunaan kawasan hutan yang telah ‘ada
sepanjang izin di bldang usahanya maSIh berlaku
dan

d Restorasr-ekos,lstem

"

KET I G A : Khusus kepada
1. Menteri Kehutanan,

a. Melakukan penundaan terhadap penerbatan
Izin baru hutan alam prlmer dan lahan gam-
but’ yang berada di hutan konservasi, hu:
tan llndung, hutan produksn (hutan produks:
terbatas hutan produksi blasaltetap, hutan
produksi yang dapat dlkonversn berdasarkan
Peta Indikatif Penundaan 1zin Baru

b Menyempurnakan kebijakan tata kelola bag|
izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pacta hutan alam

c Memngkatkan efektivitas- pengelolaan tahan
kritis dengan. memperhatlkan kebuakan tata
kelola hutan dan.lahan gambut yang baik,
antara lain melalui restorasi ekosistem

d Melakukan revisi tefhadap . Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan,
setlap [ (enam) bulan sekali.

e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Ezm
Baru hutan alam pnmer dan Iahan gambut
pada kawaSan hutan yang telah direvisi.
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. Menten Llngkungan Hrdup

. Melakukan upaya: pengurangan emusu daﬂ hutan |
dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola;
pada kegiatan usaha yang d|usulkan pada hutan |
dan lahan gambut’ yang dltetapkan dalam Peta:
_ 'Indukatlf Penundaan izin Baru melalm izin Ilngkun- :

gan.

_Menteri Dalam Negeri: -

. Melakukan pembmaan dan pengaWasan terhadap
. Gubernur dan BupatnlWahkota dalam pelaksanaan
" Instruksi Presiden ini. =

Kepala Badan Pertanahén Nasuonal

- Melakukan penundaan terhadap penerbltan hak-\‘
- hak afas tanah antara lain hak:guna.usaha, hak
pakal pada areal. penggunaan lain berdasarkan'

Pata Indikatif Penundaan {zin Baru.’

Melakukan percepatan konsohdasn Peta Indikatnf

: Penundaan lzin Baru ke dalam revisi peta tata

ruang wilayah sebagat bagtan dari pembenahan

‘tata kelola penggunaa\n Iahan melalui kerjasama
. dengan Gubernur, - Bupan/Wahkota, dan Ketua
Satuan Tugas- Persiapan Rembentukan Kelem-

bagaan REDD + atau. Ketua Iembaga yang diben-

- tuk untuk melaksanakan tugas khusus di bldang 1.

REDD + . -

.- Kepala Badan Koordmasn Survay -dan Pemetaan

Nasional:

* Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan,

lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan -
~ Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggu-
- naan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui ker-

jasama dengan Menteri Kehutanan Kepala Badan

s Pertan'aha‘n Nasional, dan Ketua Satuian. Tugas |

Persuapan Pemben.tukan Kelembagaan REDD+

‘ ‘atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melak-
sanakan tugas khusus di bldang REDD +.

Para Gubernur:.

- Melakukan: penundaan penerbltan rekomendas; _
dan izin lokasi baru pada kawasan hulan dan Iah- 3
an gambut serta areal penggunaan lain’ berdasar—

~ kan Peta Indikatif Penundaan Izm Baru. ‘

Para Bupatn/Wahkola
Melakukan penundaan penerbitan rekamendasu

- _ dan izin lokasi baru pada. kawasan hulan dan lah-
“an gambut serta areal penggunaan lain berdasar- '

kan Peta lndlkatn‘ Penundaan Izrn Baru.

oleh
I(etua Badan Koordlna3| Penataan Ruang NaSl-'
- onal: e ‘ '

P[ cl‘ Pu!‘ Pf:l" {DNTI\W

K E E M P AT:
Peta- Indrkattf Penundaan 1zin Baru pada areal

_ pen'ggunaan lain yang merupakan hasil pembaharnan

sebagai’mana dlmaksud dalam Diktum’ KETIGA angka

6 dltelapkan oleh Menten Kehu!anan _

KELI MA: .
Penundaan pembenan izin baru rekomendas1,

: pernbenan izin lokasi’ sebagalmana dimaksud’ dalam i
Dikturn KETIGA dilakukan selama 2 {dua} tahun terhi-
tung se;ak Instruk3| Premden ini. dlkeluarkan

KEENAM
]

{enam) bulan atau sewaktu-waktu blla dlper}ukan

"KETU J UH: _
, ‘Kepala Unit Kerja Pres:den Bidang Penga-' |
wasan dan Pcngendalian - Pembangunan danl atau

Ketua Satuan Tugas Persuapan Pambentukan Kelem—

.bagaan REDD+ atau Ketua Iembaga yvang-dibéntuk
untuk melaksanakan tugas khusus dl bidang REDD + " |
melakukan pemantauan pelaksanaan instruksa Pres--

iden |n| dan melaporkan hasu!nya kepada Pfasmen

KEDELAPAN

Melaksanakan InstrukSI Pres:den i denganv

~penuh tanggungjawab , ' ) ,

- Intruksi PreSIden ml mulal berlaku pada tang-
gal dlkeluarkan :

leeluarkan d| Jakarta o
pada tanggal 20 Mei 2011 _
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA L
. ot T
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Catatan Redaksn ; .
Karena Alasan Tekms, Lamparan T{dak Dlmuat. :
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Pelaksanaan Instruksn PreSIden i dllaporkan ]
Menten Kehutanan kepada Presiden seHap 6 |
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